BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan di bab

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penduduk Ukraina yang bukan anggota angkatan bersenjata memenuhi
syarat yang ditentukan oleh Konvensi Jenewa III 1949 pada pasal A4 ayat
6, yaitu berpartisipasi dalam permusuhan dengan cara yang spontan ketika
musuh mendekat pada wilayah mereka yang belum di duduki, mengangkat
senjata secara spontan dan terang — terangan, serta mematuhi hukum perang
tanpa dapat mengorganisir diri kedalam anggota pasukan bersenjata, maka
mereka dapat dianggap sebagai bagian dari levée en masse. Dalam hal ini,
mercka mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagai kombatan
yang sah, termasuk hak untuk diperlakukan secara manusiawi jika
tertangkap, sepanjang mereka mematuhi hukum perang dan membawa
senjata secara terbuka.

2. Keterlibatan penduduk yang bukan anggota angkatan bersenjata Ukraina
dalam pertempuran membawa implikasi signifikan terhadap perlindungan
hukum mereka di bawah hukum humaniter internasional, terutama terkait
dengan prinsip pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil. Menurut
prinsip pembedaan, hanya kombatan yang sah yang boleh dijadikan sasaran

serangan, sementara penduduk sipil yang bukan anggota angkatan
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bersenjata harus dilindungi dari serangan langsung. Ketika penduduk yang
bukan anggota angkatan bersenjata Ukraina mengangkat senjata, mereka
dapat kehilangan status perlindungan mereka sebagai penduduk sipil dan
berpotensi dianggap sebagai kombatan tidak sah jika tidak memenuhi
kriteria yang diatur dalam HHI, dan apabila tertangkap oleh musuh maka
dianggap sebagai penjahat perang (criminal of war).

Apabila penduduk Ukraina yang memenuhi syarat sebagai levée en masse
tertangkap oleh pihak lawan, maka akan dianggap sebagai tawanan perang
(Prisoner Of War). Pihak yang terlibat dalam konflik, baik Ukraina maupun
Rusia, harus memperhatikan prinsip pembedaan dan memastikan bahwa
hanya mereka yang memenuhi kriteria kombatan yang dapat dianggap sah
untuk terlibat dalam pertempuran, untuk menghindari pelanggaran hukum
humaniter dan meminimalkan dampak terhadap penduduk yang bukan

anggota angkatan bersenjata.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Penduduk Ukraina:

Pemerintah Ukraina sebaiknya memberikan pemahaman
mengenai hukum humaniter kepada rakyatnya agar penduduk Ukraina
dapat memahami Hukum Humaniter yang dirancang untuk melindungi
mereka dalam pertempuran. Dengan memberikan pemahaman yang
tepat, rakyat Ukraina akan mengetahui hak-hak mereka dan cara

melindungi diri di Tengah konflik, Maka nantinya penduduk Ukraina
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dapat bertindak sesuai dengan Hukum Humaniter tanpa menimbulkan

pelanggaran hukum.

Bagi Pihak yang Bertikai, Termasuk Rusia dan Ukraina

Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini, termasuk Rusia dan
Ukraina, harus terus berkomitmen pada prinsip pembedaan dalam
hukum humaniter internasional. Terutama Rusia apabila menangkap
penduduk Ukraina yang bukan anggota angkatan bersenjata namun ikut
mengangkat senjata nantinya tidak secara langsung menganggap
mereka sebagai criminal of war, namun harus memperhatikan apakah
mereka yang tertangkap sudah memenuhi syarat sebagai kombatan

yang sah.
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